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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
memberikan berkat dan KasihNya sehingga Tim Penyusun dapat
menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Mimika tentang *“SUBSIDI TRANSPORTASI WILAYAH PESISIR DAN
PEGUNUNGAN" dengan baik. Tim Penyusun Naskah Akademik
mengucapkan banyak terimakasih kepada Bupati Mimika, Kepada Ketua
Dewan Perwakilan Rakvat Kabupaten Mimika, Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Mimika, dan Perangkat Daeran, serta berbagai pihak yang
tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas terselesaikarmya Naskah
Akademik ini. Naskah Akademik merupakan salah satu syarat formil
dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang mengkaji sejauh
mana kebutuhan Peraturan Daerah untuk mewujudkan aspirasi
n;ﬂ.s},r.amkal dan mampu menyvelesaikan persoalan yang dihadapi oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika bidang trasportasi di wilayvah
terpencil bagi masyarakat,

Maskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian
hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang
dapat dipertangpungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah
tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai
solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
Keberadaan Naskah Akademik memiliki nilai yang sangat penting dan
strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik,
karena penyusunan Naskah Akademik diawali dengan riset nilai-nilai yang
ada di masyarakat, sehingga besar kemungkinan peraturan perundang-
LIngﬂ.ngﬂn yang dibuat berdasarkan Naskah Akademik akan diterima oleh
masgyvarakat.
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Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga Naskah Akademik ini
dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Mimika tentang Subsidi Angkutan Air dan Udara Wilayah
Terpencil ,dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan
memberikan manfaat nyata untuk masyarakat.

Timika, Oktober 2024

Tim Penyusun
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
(UUD NRI 1945] telah memberikan hak dan kewenangan kepada
Pemerintalh Daerah untuk dapat menjalankan pemerintahan sendiri, Hal
ini merupakan implementasi dari sendi kerakyatan dalam Negara
kesatuan vang kemudian diartikan sebagai Otonomi Daerah, vakni hak
untuk mengatur dan mengurus rumah tangea sendiri. Dengan Otonomi
Daerah, tanggung jawab kewenangan penyelenggaraan pembangunan
tidak hanya terletak pada Pemerintah Pusat, melainkan juga Pemerintah
Daerah sebagai penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah,

Transportasi memiliki peran strategis dalam proses
pembangunan, yvang tidak hanva dapat mendorong pembangunan
daesrah, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi nasional.
Menurut Abbas Salim dalam bukunya Mangjemen Transportasi (2002)
pembangunan ekonomi membutuhkan jasa angkutan yang cukup serta
memadai, tanpa adanva transportasi sebagai sarana penunjang tidak
dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha
pengembangan ekonomi dari suatu Negara, Terlepas dari tingkat
perkembangan ekonomi masing-masing negara, dalam menyusun
sistem transportasi atau menentukan kebijakan transportasi dengan
lingkup nasional, perlu ditentukan terlebih dahulu tujuan yang ingin
dicapai dan sistem pelayanan transportasi apa vang dibutuhkan
dalam transportasi negara tersebut,

Berdasarkan Undmg—Undnng Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa ‘J.-;.lu lintas dan
angkutan jalan sebagal bagian dari sistemn transportasi nasional
h:la:ma dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan
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keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas
dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi
dan pembangunan wilayah.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf { Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perhubungan Urusan
Pemerintahan Wajib vang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
Pengertian perhubungan adalah segala yang bertalian dengan lalu lintas
dan telekomonikasi {seperti jalan, pelayaran, penerbangan, pos)!. Jenis
perhubungan dapat dibedakan berdasarkan media yang digunakan,
vaitu: Transportasi darat, Transportasi laut, Transportasi udara.

Secara etimologis, transportasi berasal dari bahasa latin, yaitu
transportare, trans berarti seberang atau sebelah lain; dan portare berarti
mengangkut atau membawa. Dengan demikian, transportasi berart
mengangkut atau membawa sesuatu ke sebelah lain atau dar suatu
tempat ke tempat lainnya. Hal ini berarti bahwa transportasi merupakan
jasa yvang diberikan, guna menolong orang atau barang untuk dibawa
dari suatu tempat ke tempat lain lainnya, Sehingga transportasi dapat
didefenisikan sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa
barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.?

lstilah *Pengangkutan® berasal dari kata "angkut" yang berart
"mengangkut dan membawa®, sedangkan istilah "pengangkutan” dapat
diartikan sebagai "pembawaan barang-barang atau orang-orang
:plgﬁumpangji Mtnui'ut H.M.N Purwosutjipto menyatakan bahwa
“penganglkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut
dﬁlligan penginm, dimana pengangkut mengkatkan din untuk
m;nyclmggamlmn pengangkutan barang dan/fatau orang dan suatu

I https:/ Jid wiktionary.org/ wiki/ perhubungan, diakes pada tanggal 14 Oktober 2024, Jam
09.43 WIT.

7 Bigit Sapto Nugroho, S.H,, M. Hum., Hilman Syahrial Hag, S.H., L.LM,, Hukum

Pengangkutan Indonesia *Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasd
Udara", Pustaka [ltizam, Solo, 2019, Him 7.
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tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim
mengkatkan dirl untuk membayar uang angkutan”. Selanjutnya
Abdulkadir Muhammad menguraikan istilah *pengangkutan” dengan
mengatakan bahwa pengangkutan meliputi tiga dimensi pokok yaitu:
"pengangkutan sebagai wusaha (business); pengangkutan sebagai
perjanjian (agreement]; dan pengangkutan sebagai proses |process)”.

Fungsi transportasi adalah untuk mengangkut penumpang dan
‘barang dari satu tempat ke tempart lainnya. Kebutuhan akan angkutan
penumpang tergantung fungsi bagi kegunaan seseorang (personal place
wutility], Peranan transportasi tidak hanya untuk melancarkan barang
atau mobilitas manusia. Transporiasi juga membantu tercapainya
pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal. Transportasi
berfungsi sebagai sektor penunjang pembangunan (the promoting sector)
dan pemberi jasa (the servicing sector) bagi perkembangan ekonomi.
M.a:nfa,at Transporiasi (perangkutan) bukanlah tujuan melainkan sarana
untuk mencapai tujuan. Sementara itu, kegiatan masyarakat sehari-hari
bersangkut paut dengan produksi barang dan jasa untuk mencukupi
kebutuhan yang beraneka.?

Transportasi merupakan hubungan yang sangat- erat dengan
kebutuhan hidup masyarakat yang berhubungan denga perpindahan
orang dan barang, keterjangkauan dari lokasi kegiatan dan lokasi
permukiman masyarakat, penyediaan barang-barang dan pelayanan
untuk dikonsumsi. Salah satu moda transportasi yang penting yaitu
moda transportasi sungaiflaut. Meda transportasi sungai/laut saat ini
dianggap sebagai bagian dari jalan raya, karen masuk dalam kategori
pengembangan angkutan sungaiflaut dan penvebrangan. Angkutan
sungai/laut menjadi transportasi utama maupun alternatif yang lebih
murah bagi masyarakat serta dunia usaha. Oleh sebab itu,

3 8 Karman Aksa, Palulus Raga, llham Yahya : Manajemen Transportasi Daerah Tertinggel,
Penerbit CV. Burcka Media Aksara, Pubalingga, 2010, Hlm, 20.
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pengembangan transportasi disuatu wilayah merupakan hal yang
penting untuk dilakukan khususnya di wilayah 37T (terdepan, terpencil
dan tertinggal).

Kabupaten Mimika merupakan salah satu kabupaten di Provinsi
Papua Tengah, Kabupaten vang mulai berkembang, namun seperti
wilayah-wilayah lain di daerah Timur Indonesia pembangunan belum
merata sehingga menyebabkan kesenjangan antara perkotaan dan
daerah pedalaman sangat terasa. Sarana dan prasarana transportasi
menjadi salah satu permasalahan. .Jalur darat yang kurang memadai
menyebabkan arus distribusi barang terganggu. Jalur air menjadi salah
satu pilihan utama. Namun jumlah transportasi air sangat terbatas
sehingga harga kebutuhan pokok mengalami ketimpangan di daerah
perkotaan dan daerah pedalaman, Kabupaten Mimika memiliki banyak

sungai yang berpotensi untuk dijadikan sarana transportasi untuk

menghubungkan distrik satu dengan distrik lain dan mencapal daerah
pedalaman. Ksbupaten Mimika salah satu wilayah 3T yang memiliki
karakteristik wilayah yaitu bentangan sungai yang cukup banyak
dengan wilayah perkampungan dan wilayah pedesaan berada disekitar
sungai. Kondisi jalan di wilayah Mimika hanya tersebar di wilayah
perkotaan dan tidak menyatu serta tidak terkonektivitas dengan wilayah
lainnya. Sehingga perlunya perencanaan transportasi alternatif dan
utama bagi perangkutan orang dan barang dari ibukota ke daerah
perkampungan atau perdesaan.* .

Kabupaten Mimnika mempunyal topografi yang lengkap yakmi
ditulal dari dataran tinggl Pegunungan Javawijaya hingga datarsn
nmda.h di pesisir selatan yang menghadap langsung Laut Arafura. Di
mlaa'ah Kabupaten Mimika, terdapat tiga distrik yang memilili topografi
di dataran tinggi, yaitu Distrik Tembagapura, Distrik Agimuga, dan

* Arief Hidayah, Hijrlah, Noni Oktiana Setiowati, : Kelayakan Jaringan Transportasi Sungai
Kabupaten Mimika, Journal of Urban Planning Studies, 2023.
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Distrik Jila. Sebagian besar wilayah pegunungan hanya dapat di
jangkau dengan transportasi udara.

Transporiasi Laut/Sungai dan Udara untuk wilayah pesisir dan
pedalaman memeriukan biaya yang tinggi, selain infrastrulttur angkutan

laut/sungai dan udara yang harus dibangun oleh Pemenntah Daerah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat, yang perlu
diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika adalah tentang
penetapan Tarif Anglutan tersebut. Apakah masyarakat sebagai
pengguna jasa angkutan mampu membayar tarif vang ditetapkan,
perlunya campur tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk
menekan tarif angkutan dengan memberikan subsidi kepada Penyedia
Jasa Angkutan agar tarif dapat terjangkau oleh Masyarakat.

Subsidi Angkutan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Mimika
harus . tepat sasaran dan berdampak atas mobilitas orang dan
mengurangi disparitas harga barang, sehingga wilayah pedalaman
merasakan dampak pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan
maasyarakat. Perlunya mengatur siapa Penvedia Jasa Angkutan yang
mindapm subsidi, pengguna Jasa yang memperoleh manfaat subsidi
atas jasa angkutan orang dan barang, herapa besaran subsidi atas Hiap-
tiap orang dan barang.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam Naskah Akademik tentang tentang Subsidi
Transpotasi Wilayah Pesisir dan Pegunungan, sebagai berikut:

1. Permasalahan tentang Transportasi Wilayah Pesisir dan
Pegunungan di Kabupaten Mimika dan bagaimana cara
mengatasinya?

2. Mengapa diperlukan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten
Mimika tentang Subsidi Transportasi Wilayah Pesisir dan
Pegunungan?
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3. Apakah yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis

pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Subsidi
Transportasi Wilayah Pesisir dan Pegunungan?

Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup,
pengaturan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Mimika tentang Subsidi Transportasi Wilayah Pesisir
dan Pegunungan?

4+ Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah untuk mengkaj

dan meneliti secara akademik muatan materi dalam rancangan
Peraturan Daersh tentang tentang Subsidi Transportasi Wilayah Pesisir
dan Pegunungan, Secara khusus disusunnya Naskah Akademis

Rancangan Peraturan Daerah Kabupetan Mimika tentang Subsidi
Transportasi Wilayah Pesisir dan Pegunungan, bertujuan:

1.

‘g,

Memberikan landasan dan kerangka pemikiran bagi Peraturan
Daerah tentang Subsidi Transportasi Wilayah Pesisir dan
Pegunungan;

. Memberikan kajian dan kerangka flosofis, sosiologis, dan wyuridis

perlunya Peraturan Daerah tentang Subsidi Transportasi Wilayah

'Pesisir dan Pegunungan;

Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan
harug ada dalam Peraturan Daerah tentang Subsidi Transportasi
Wilayah Pesisir dan Pegunungan;

Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan
lainnya seningga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Mimika tentang Subsidi Transportasi Wilayah Pesisir

dan Pegunungan yaitu sebagai pedoman dalam:
II.J




r

=

1 =

= i — T — i — B — T — e — N — N — i — A — = i = =

==

a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang
Subsidi Transpertasi Wilayah Pesisir dan Pegunungan.

b. Pembahasan Rancangan FPeraturan Dasrah Kabupaten Mimika
tentang Subsidi Transportasi Wilayah Pesisir dan Pegunungarn.

¢. Pelaksanaan kegiatan partisipasi rnasyarakat dalam memberikan
masukan tertulis dan/atau masukan lisan baik dalam penyusunan
maupun pembahasan Rancangan Pergturan Daerah Kabupaten
Mimika tentang Subsidi Transportasi Wilayah Pesisir dan Pegunungan,

e

d. Adanya landasan hukum dalam Penyelenggaraan Subsidi Transportasi
Wilayah Pesisir dan Pegunungan.

D. Metode
Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini

adalah metode yuridis empiris atau sosiolegal. Dengan ini, maka kaidah-
‘kaidah hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan,
maupun kebiasaan dan kemungkinan permasalahan yang timbul dalam
Subsidi Transportasi Wilayah Pesisir dan Pegunungan secara terpadu,
dicari dan digali, untuk kemudian dirumuskan menjadi rumusan pasal
yapg dituangkan ke dalam rancangan peraturan. daerah (Ranperda).
Metode ini dilandasi oleh sebuah teori bahwa hukum vang baik
hukum yang juga berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam
masyarakat, bukan semata-mata merupakan kehendak penguasa saja.
Secara sistematis penyusunan naskah akademik dilakukan

melalui tahapan runtut, tahapan yang dilakukan meliputi:

a. inventarisasi bahan hukum;

b. identifikasi bahan hukum;

c. sistematisasi bahan hulkum;

d. analisis bahan hukum; dan

¢. perancangan dan penulisan
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Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi
terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder),
yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keabsahan
Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam melakukan Subsidi
Transportasi Wilayah Pesisir dan Fegunungan, serta kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam hal *memalksa®. Langkah
berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang
ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas huloum,
teori, konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya, Rangkaian tahapan
tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari
ptrmasalalmn Subsidi Transportasi Wilayah Pesisir dan Pegunungan.

Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi
rekomendasi yang mendukung perlunya reinterpretasi dan recrientasi
pemahaman terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam
melakukan Subsidi Transportasi Wilayah Pesisir dan Pegunungan,
instrument vang dilakukan dalam penyclenggaran tersebut dapat
dilakukan secara optimal.

Secara garis besar proses penyusunan Peraturan Daerah ini
meliputi tiga tahap vaitu:

b. Tahap Perencanaan
' Tahap ini merupakan tahap awal dari kegiatan technical assistance
vang dilakukan oleh tim penyusun. Pada tahap ini tim penyusun
melakukan konseptualisasi naskah Akademik dan perumusan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Subsidi Transportasi
Wilayah Pesisir dan Pegunungan dengan stakeholder untuk
melakukan identifikasi mﬂEﬂ]ﬂh dan alternatif solusi yang dapat

. digunakan dalam menyelesaikan masalah. Kegiatan

konseptualisasi juga dilakukan dengan adanya rapat koordinasi
tim. Stakeholder yang terlibat dalam inventarisasi dan identifikasi
permasalahan adalah Dinas Perhubungan, Perangkat Daerah

8
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terkait, Badan Usaha Transpovtasi, Masyarakat dan Stakeholder
lainnya melalui Forum Group discussion (FGDJ.

. Tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik

Pada tahap ini, tim penyusunan melakukan Sosialisasi dan
Konsultasi publik mengenai Peraturan Daerah tentang Subsidi
Transportasi Wilayah Pesisir dan Pegunungan melalui diskusi yang
dihadiri oleh Dinas Perhubungan, Perangkat Daerah Terkait,
Badan Usaha Transportasi, Masyarakat dan Stakehoelder lainnya.
Target output kegiatan sosialisasi ini adalah tersosialisasikannya
rencana pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang
Subsidi Transportasi Wilayah Pesisir dan Pegunungan, dan
memperoleh masukan dari peserta guna perbaikan dan
penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah,

. Tahap Proses Politik dan Penetapan

Proses politik dan penetapan merupakan tahap akhir dari kegiatan
technical assistance. Proses politik merupalmﬁ pembahasan
Rﬁ.uﬂangﬂ.n Peraturan Daerah tentang Suhsidi‘ Tranapc:ﬂag.i
Wilayah Pesisir dlan Pegunungan. Tahap penetapan adalah ta.hap
ketika Rancangan Peraturan Daerah sudah disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika bersama dengan Bupati
Mimika untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
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BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis
1. Otonomi Daerah

Pembahasgan terkait otonomi daerah tidak hisa terlepas dari
bentuk negara yang dianut oleh suatu negara. Merujuk sejarah,
hentulk Negara Kesatuan yang diterapkan oleh Indonesia adalah
bentuk negara yang paling tepat untuk menjadi wadah ide
persatuan. Negara Kesatuan dianggap paling cocok untuk mewadahi
kemajemukan yang ada di Indonesia. Kemajemukan tersebut antara
lain adalah kenﬁjemukan agama, budaya, suku, ras, dan lain
sebagainya, Bentuk negara Kesatuan ini dipertegas dalam Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan vang berbentuk Republik.®
Kemudian, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas
kabupaten dan kota, vang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota
mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-
undang.® Penegasan yang demikian, dimaksudkan untuk lebih
memperjelas pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang meliputi daerah provinsi dan dalam daerah provinsi
terdapat daerah kabupaten dan kota.” Adanya pembagian daerah
tersebut mempunyai keterkaitan dengan wilayah NKRI yang luas
dan membentang dari Sabang sampai Merauke.

Rangkaian sejarah dan penegasan bentuk Negara Kesatuan
dalam UUD NRI 1945 mempunyai makna, bahwa dalam konteks

* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
& Pesn.l 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republils Indonesia Tahun 1945,
T Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Yusa Media, Bandung, 2009, him. 49,
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bentuk negara, meskipun bangsa lndonesia memilih negara
kesatuan, tetapi didalamnya terselenggara suatu mekanisme yang
memungkinkan tumbuh dan berkembangnya keragaman antar
daerah di seluruh tanah air. Kekayaan alam dan budaya antar
daerah tidal; boleh diseragamkan dalam struktur NKRI. Dengan
perkataan lain, bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia
diselenggarakan dengan jaminan otonomi vang seluas-luasnya
kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi
dan kekavaan yang dimilikinya masing-masing, tentunya dengan
dorongan, dukungan, dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah
Pusat.?

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu
amanat reformasi. Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan
dengan cara-cara membagi wewenang, LLEas, dan tanggung jawab
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan
daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut yaitu, daerah-
daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas
dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai
urusan rumah tangga daerah.” Bagi masyaralat, penyelenggaraan
otonomi daerah merupakan peluang sekaligus kesempatan untuk
memajukan daerah. Selain itu, dampak dar adanya otonomi daerah,
masyarakat dapat menentukan sendiri pemimpin di daerah masing-
masing.

Sejarah ketatanegaraan Kl sudah sejak semula meletakkan
otonomi daerah sebagai salah satu sendi penting penyelenggaraarn
negara pemerintahan negara. Otonomi daerah diadakan bulan
sekedar menjamin efisensi penyelenggaraan pemerintahan. Bukan

i Jimly Asshiddigie, Konstitus: dan Konstitusionalisine, Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Fonstitusi Ri, Jakarta, 2006, him.79.
9 Ni‘matul Huda, Hukum Pemerintah ..., Op.Cit.. hlm.B4.
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pula sekedar menampung kenyataan negara yang luas, penduduk
banvak, dan berpulau-pulau. Lebih dar itu, otonomi daerah
merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan
instrumen mewujudkan kesejahteraan umum. Tidak kalah penting,
otonomi dasrah merupakan cara memelihara negara kesatuan.?

Otonomi  doerah  merupakan  esensi  pemerintahan
desentralizasi. Istilah otonomi berasal dar penggalan dua kata
bahasa Yunani, yvakni autos yang berarti sendiri dan nomos yang
berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-
undangan sendin [zelfwetgeving), namun dalam perkembangannya,
konsep otonomi daerah selain mengandung art zellwetgeving
imembuat peraturan daerah), juga utamanya mencakup zelfbestuur
{pemerintahan sendiri).!! CW wvan der Pot memahami konsep
otonomi daerah sebagal eigen huishouding [menjalankan tumah
tangganya sendin).'* Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendin  Urusan Pemernintahan dan kepentingan
maayﬁr&kat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia, '#

Otonomi bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan
pemerintahan untuk mencapai  efisiensi dan  efektivitas
pemerintahan, Otonomi adalah sebuah tatanan ketatanegaraan
(staatsrechtelijk), bukan hanya tatanan administrasi negara
(administratiefrechtelijk). Sebagai tatanan ketatanegarasn otonomi

'@ Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FH UI1,
Yogyakarta, 2001, hlm. 3.

' Ni'matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan
Penyempurnaan, FH Ull Press, Yogyalearta, 2014, him. 4009-410,

'" M. Laica Marzuki, Berjalan-jalan di Pansh Hukum, Cet 2, Sckretariat Jenderal
Mahkameah Konstitusi BRI, Jakarta, 2006, hlm, 161,

*% Fasal 1 angka [6) Undang-Undanyg Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 fentang
Pemerintalian Daerah,
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berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi
kenegaraan.'* Lebih jauh, Bhenyamin Hoessein mengartikan
otonomi hampir paralel dengan pengertian “demokrasi”, yaitu
pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat di baglan wilayah
nasional suatu negara melalui lembaga-lembaga pemerintahan vang
secara formal berada di luar pemerintah pusat. Bahkan otonomi
dapat diberi arti luas atau dalam arti sempit. Dalam arti luas,
otonomi mencakup pula tugas pembaniuan (mendebewind,
coadministration),- sebab baik otonomi maupun tugas pembantuan

' sama-sama mengandung kebebasan dan kemandirian. Pada

otonomi, kebebasan dan kemandirian itu penuh meliputi baik asas
maupun cara menjalanksnnya, sedangkan pada tugas pembantuan,
kebebasan dan kemand:irian hanya terbatas pada cara menjalankan.

Pada bagian lain, Bagir Manan'® menyatakan, otonomi adalah
kebebasan dan kemandirian (vrijheid dan zelfsatndigheid) satuan
pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian
urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yvang boleh diatur dan
diurus secara bebss dan mandir itu menjadi atau merupakan
urusan rumah tangga satuan pemerintahan vang lebih rendah
tersebut. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi
otonomi. Kebebasan dan kemandirian delam otonomi bukan
kemerdekaan (onafhankeliikheid, independencyl. Kebebasan dan
kemandirian itu adalah kebebasan dan kemandirian dalam ikatan
negara kesatuan yang lebih besar. Otonomi Hs_n;n.ra sekedar
subsistem dari sistem kesatuan yeng lebih basar. DEI.I'I segi huku:m
tata negara, l:husumjra teori bentuk negara, Dtﬂnnml adalah
subsistemn dari bentuk negara kesatuan (unitary state, eenheidstaat).
Otonomi adalah fenomena negara kesatuan. Segala pengertian

13 Bagir Manan, Menyongsong Fajar ..., Op.Cit, him, 24,
** Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945, UNSIKA, Karawang, 1993, him. 2.
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(begrip) dan isi (materie) otonomi edalah pengertian dan isi negara
kesatuan, Negara kesatuan adalah landasan atas dari pengertian
dan isi otonomi.

Indonesia dengan wilayahnya yang sangat luas dan jumlah
penduduknya yang banyak serta tingkat heterogenitas yang begitu
kornpleks, tentu tidak mungkin pemerintah pusat dapat secara
cfektif menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan tanpa melibatkan
perangkat daerah dan menyerahkan beberapa kewenangannya
kepada daerah otonom. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi
pemerintahan dimaksud, salah satunya diperlukan desentralisasi di
samping dekonsentrasi.’® Hal ini ditegaskan oleh Bagir Manan,
mengingat kenyataan wilayah nepara kemajemukan baik suku,
agama, ras, dan golongan dan hasrat untuk memberikan
kesempatan seluas-luasnya kepada daerah-daerah dan berbagai
kesatuan masyarakat hukum 'untuk berkembang secara mandiri,
dalam perumahan negara kesatuan Indonesia merdeka, perlu
dibangun sendiri penyelenggaraan pemerintahan baru yang lebih
sesuail, vaitu desentralisasi yang berinti pokok atau bertumpu pada
otonomi, *7

Memperhatikan wilayah Indonesia yang luas, berpulau-pulau
dengan susunan masyarakat yang majemuk, pilihan bentuk negara
federal bukan suatu yang berlebihan atau bukan sesuatu yang tidak
masuk akal bahkan sangat wajar. Wamun pilihan bentuk negara
atau pilihan susunan kenegaraan pada umumnya, bukan sekedar
pertimbangan teknis stau pertimbangan prakts. Pilihan itu
ditentukan pula oleh pertimbangan politik, pertimbangan
pengalaman, pertimbangan kesejarahan, kenyataan sosial, budaya,

1% Biwy Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara BRI, Rajaweall Josel Pers, Jakarta, 1991,

alm. 33.

17 Bagir Manan, Menyongsong Fajar..., Op.Cit. hlm. 24,
4
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dan lain sebagainya.!® Dari berbagai pertimbangan tersebutlah
akhirnya Indonesia memilih sistem otonomi dasrah sebagai jalan
untuk menyelenggarakan pemerintahan terutama dalam hal
hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,

Otonomi daerah kadang-kadang hanya dipahami sebagai
kebijakan yang bersifat institusional belaka, yang hanya dikaitikan
dengan fungsi-fungsi kekuasaan organ pemerintahan, Karena itu,
yvang menjadi perhiatian hanyalah soal pengalihan kewenangan
pemerintahan dari tingkat pusat ke tingkat daerah. Namun, esensi
kebijakan otonomi daerah itu berkaitan pula dengan gelombang

demokratisasi yang berkembang lm‘dm l:tl:udupa_u naa.mnal

bangsa kita dewasa ini.’® Otonomi Lmﬂ:;&im:l ’tﬂhkmmnjrm -

bottom up planning secara siginifikan dan mengikis rantai birokrasi
vang dirasakan sangat menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Otonomi juga akan dapat memberdayakan partisipasi masyarakat
vang lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan. Sehingga
pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan di
daerahnva. 2®

Dengan adanya Otonomi daerah yang dapat memberdayakan
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tentu menjadi esensi
bagi adanya otonomi daerah dan demokratisasi di Indonesia. Di
dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan Daerah,
antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaran
pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah.
Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi
terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagal otonomi
terbatas apabila, Pertama, urusan-urusan rumah tangga daerah

12 [pid., him. 22.

19 Timly Asshiddigie, Konstitusi...,Op.Cit., hlm.279-280,
* H. Djoko Sudantoke, Dilema (tonomi Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2003, hlm.5.
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ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan
cara-cara tertentu pula. Kedua, apabila sistem supervisi dan
pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom
kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara
mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga, sistem
hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang menimbulkan
hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang
akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.?! Otonomi luas bisa
bertalak dari prinsip, semua urusan pemerintahan pada dasamya
menjadi urusan rurnah tangga daerah, kecuali yang ditentukan
sebagai urusan pusat. dalam pegara modern, lebih-lebih apabila
dikaitkan dengan paham negara  kesejahteraan, urusan
pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya.

Otonomi daerah jika dilihat dari sudut wilayahnya, maka
penyelenggarsannya ditentukan Pemerintah Pusat. Dilihat dari
substansi (materi] penyelenggaraan otonomi daerah, hal dimaksud
ditentukan oleh sistem rumah tangga (huishuoding) otonomi daerah
vang diadopsi. Otonomi daerah merupakan wujud kehidupan
demokrasi dalam konteks penyelenggaraan negara kesatuan
(eenheidstaat). Otonomi daerah merupakan wadah kehidupan
demokrasi. Rakyat melalui para wakil mereka (DPRD}, turut serta
dalam penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan otonomi daerah
vang dibangun dalam sistem pemerintahan desentralisasi. Rakyat
mengatur rumah tangga mereka sendin  dalam rangka
penyvelenggaraan oinnc:mi daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, ada tiga hubungan kewenangan antara pusat
dengan daerah. Pertama ialah Desentralisasi yaitu penyerahan

1} Bagir Manan, Menvongsong Fajar..., Op.Cit. him.37. =
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Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom
berdasarkan Asas Otonomi. Kedua, Deknnsentrasi yaitu pelimpahan
sehagian Urusan Pemerintahan vyang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai walkil Pemerintah Pusat,
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu,dan fatau  kepada
gubernur dan bupati/wali kota gehagal penanggung jawab urusan
pemerintahan umum. Yang kemudian dimaksud dengan Instansi
Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga
pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan
yang tdak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah
tertentu dalam rangka Dekonsentrasi. Ketiga, Tugas Pembantuan
yaitu penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom
untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah
provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

provinsi.

2, Hukum dan Pembangunan
Indonesia sebagai sebuah negara mempunyai cita-cita yang
termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945
alinea keempat yang berbuny sebagai berikut: “... kemudian
daripada itu untuk membentulc suatu pemerintahan Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
*  tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umurn, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
kefertiban dunia vang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial”.
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Untuk merealisasikan cita-cita tersebut, bangsa Indonesia
haruslah melakukan aktivitas Pembangunan di segala bidang seperti
Pendidikan, infrastruktur, budaya, sosial, politik, dan lain
sebagainya, Dalam rangka melakukan Pembangunan dimaksud,
haruslah direncanakan dan dikunsep secara baik, jelas dan terarah
agar tujuan vang ingin dicapai dari pembangunan itu bisa diperoleh
secara maksimal. Untuk kepentingan milah peran hukum sangat
dibutuhkan. Hukum sebagai sarana pembangunan bermakna
bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum harus bisa
berfungsi sebagai alat (pengatur] atau sarana pembangunan dalam
arti penvalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh
pembangunan atau pembaruan.#

Pembangunan melalui “jalur” hukum ini memang harus
diakui membutuhkan waktu dan proses yang panjang karena
sebagaimana kita ketahui hukum modern itu dicirikan oleh dua hal
vang selalu melekat yaitu: bersifat sangat prosedural dan birokratis.
Akan tetapi memang hal inilah vang kita kehendaki yaitu
pembangunan yang mengindabkan norma-norma peraturan vang
ada. Pembangunan yang tidak mempedulikan aturan hukum akan
sangat berpotensi melanggar hak-hak individu maupun kelompok
yang justru kontra produktifl dengan tujuan pembangunan itu
sendiri vaitu mensejahteralkan dan menjamin  hak asasi
masyarakatnya. Perubahan bisa juga dilakukan dengan paksa atau
cepat tanpa mnrigindahkan aturan dan prosedur. Karena itu,
dikenal istilah revolusi. Yang harus diingat adalah bahwa perubahan
melalui jalur cepat (bypass) ada kemungkinan menimbulkan
kekacauan, yang apabila udak terkendalikan bisa berakibat
kemunduran (regressie] yang bisa saja meniadakan hasil

1 Muchtar Kususmaatmadja, Konsep-Konsep Hu'um Dalam Pembangunan, PL. Alumni,
Bandung, 2002, Him, 88,
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perubahan-perubahan yang telah dicapai dengan jalan kekerasan
tadi. Sehingga perubahan yang teratur melalui prosedur hukum,
baik ia berwujud perundang-undangan atau keputusan badan-
badan peradilan adalah lebih baik dari perubahan yang tidak teratur
dengan menggunakan kekerasan semuta-mata.

Walau demikian, ternvata tidak semua hukum itu mendukung
bagi keberhasilan sebuah pembangunan sualu bangsa. Hanya
hukum yang baik sajalah yang akan mampu menjadi dinamisator
Pembangunan. Setidaknya ada lima kualitas yang harus melekat
pada hukum agar kondusif bagi pembangunan, vaitu: *stabdify’,
*predictabiity”, ° fairness”, “education”, dan kKemampuan
meramalkan. Hukum vang tidak beicirikan kelima hal ini hanya
akan menjadi penghambat atau bahkan bisa menjadi penyebab
kegagalan bagi sebuah pembangunan.

Para ahli berpendapat bahwe hukum yang baik itu haruslah
mengandung tiga hal pokolk yaitu kepastian, kemanfaatan dan
keadilan. Menurut Snedhu Mercokusumo . kepastian hukum
merupakan “perlindungan yustsiabel terhadap tindakan sewenang-
wenang, vang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh
sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian
hukum memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu
menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Sementara
kemanfaatan haruslah tercipta melalui pembuatan peraturan-
peraturan hukum yang memang cleh masyarakat r.éi'utaum dalam
rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi bukan sebaliknya
hukum dibuat hanyva untuk kepentingan kelompok elit tertentu.
Namun yang paling penting selain dari dua hal itu bahwa hukum
haruslah mengandung unsur l_{eadilan. Karena suatu undang-
undang yang hanya menjamin unsur kepastian dan kegunaan saja
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tanpa mencakup unsur keadilan di dalamnya, bukanlah hukum
tetapi dia adalah undang-undang yang berprestasi hukum.=*

Dalam konteks pembangunan eckonomi, setidak-tidaknya
menurut studi yang dilakukan Burg’s, ada dua unsur kualitas dari
hukum yang harus dipenuhi supaya sistem ekonomi berfungsi
Pertama, stabilitas (stability), dimana hukum berpotensi untuk
menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan-
kepentingan wyang saling bersamg.  Kedua, meramalkan
(predictability), berfungsi untuk meramalkan akibat dan suatu
langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi neger yang
sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-
hubungan ekonomi melampaui lingkungan modern dan tradisional.

MNamun, di antara kedua unsur itu penting pula diperhatikan
aspek “keadilan” (fairness) seperti perlakuan yang sama dan standar
pola tingkah laku pemerintah, yang diperlukan untuk menjaga
mekanisme pasar dan mencegah birckrasi yang berlebihan. Akan
tetapi, materi muatan sebuah undang-undang vang baik saja tidak
cukup untuk menjadikan hukum sebagai pendorong bagi
pertumbuhan ekonomi. Menurut Friedman, selain substance (isi
hukum]), harus diperhatikan juga bagaimana culture (budaya hukum
masyarakat) dan structure (instansi penegak hulkum). Oleh karena
itu, pembangunan hukum hendaknya dilihat secara utuh. Sudah
saatnya Pembangunan  hukum mangguna}-:aﬁ pendekatan
kemasyarakatan yang menyeluruh mengingat hukum bukan sekedar
formalitas atau berurusan ﬁengan soal-soal normatif semata
melainkan unsur budaya hukum-pun perlu mendapat perhatian
yang lebih di samping struktur dan substansinya sehingga hukum
memiliki tiga tingkat keberlakuan sekaligus, yaitu:

23 Radisman F. 5. Sumbayak, Beberapa Pemikiran Kearah Pemantapan I’mmaka.n Hukum,
Ind-Hifl, 1985, Jakarta, Hlm 25 .
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Keberlakuan faktual (empiris), artinya dipatuhi dan ditegakkan
yaitu sejauh mana tingkah laku masyarakat itu berseguaian
dengan kaidah-kaidah hukum yang mengaturnya. Jika tingkah
laku masyarakat mengacu pada keseluruhan kaidah hukum
dapat dikatakan hukum telah berlaku secara faktual/efektif.
Namun jika tingkah laku masyarakat berkebalikan dengan yang
diatur  oleh hukum, berarti hukum tidak  efektif
diimplementasikan;

Keberlakuan formal (normatif], vaitu kaidahnya cocok dalam
sistem hukum hierarkis;

Keberlakuan evaluatif (filosofis), yaitu diterima dan benar
(bermakna) serta memiliki sifat mewajibkan karena isinya.

Beberapa kelemahan mendasar dari Sistem Hultum Indonesia

adalah:

a.

kelemahan sumber daya manusia di bidang hukum, baik
rienvangkut integritas, moral, keahlian professional, kematangan
intelektual maupun wisdomnya;

kelemahan dalam kelembagaan hukum;

c. kelemahan dalam sistem peradilan; dan
d. kelemahan dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Oleh karena itu, atas dasar beberapa kelemahan tersebut di atas,

sistem penataan hukum yang menunjang iklim investasi yang sehat
harus diarahkan kepada:

a. unsur falsafah dan budaya hukum;

b. unsur materi hukum, baik berupa hukum tertulis, yurisprudensi,

maupun hukum kebiasaan;
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¢, unsur aparatur hukum, baik menyangkut kelembagaan hukum,

sumber daya manisia, maupun manajemen [tata laksana
hukum);dan
d. unsur sarana dan prasarana.

Ada berbagai macam faktor dan alasan yang dikemukakan
nleh para ahli mengapa hukum bisa menghambat pertumbuhan
ekonomi. Beberapa di antaranya karena:

Pertama, hukum selalu ketinggalan jaman/ kuno sehingga tidak
mampu mengikuti irama pembangunan yang terjadi secara pesat.
Padahal sebagaimana diketahui, keberadaan hukum merupakan
landasan pijak bagi keberhasilan pembangunan.

Kedua, hukum yvang ada banyak diadopsi secara persis dari duma
barat sehingga banyak vang tidak sesual dengan kepribadian bangsa
Indonesia. Menurut Max Weber tahap perkembangan hukum atas
dasar tipe dasar kekuasaan yvang sah terjadi secara bertahap, yaitu
pertama, bersifat kharismatis yang bertumpu pada keistimewaan
seseorang; kedua, tradisional yang didasarkan pada tradisi yvang
turun temurun dan ketiga, rasional berdasarkan penggarapan
hukum secara sisternatis dan rasional. Beberapa tahapan tersebut
menjadikan proses penegakan hukum akan berbeda karena keadaan
masyarakat vang berbeda pula. Bagi masyvarakat Indonesia, pola
penegakan hukum yang modern rasional nampaknya mengalami
kendala, karena masyarakat kita masih hidup di bawah dominasi
tradisional dan kharismatis, sehingga penafsiran-penarsiran norma
abstrak vang dilakukan penegak hukum di samping ditentukan oleh
tingkat kemampuan manusianya juga diadakan oleh bentuk
dominasi yang ada di dalam masyarakat tersebut. Padahal,
penierapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau tubuh dari
kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnva di negara-
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negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara
nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari negara lain
dengan nilai-nilai yag dihayati oleh anggota masy arakat itu sendirn.
Ketiga, terjadi disparitas atau gap antara hukum (teori/peraturan)
dengan realitas masyarakat. Adanya fenomena legal gap ini dapat
disebablkan paling tidak oleh dua hal: Suatu produk hukum positif
telah “ketinggalan zaman" dalam artian bahwa pada awal masa
pembentukannya suatu produk hukum positif telah mengakomodir
nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Namun, karena rilai-
nilai masyarakat yang merupakan bagian dari budaya tersebut
bersifat dinamis dan berkembang sedangkan hukum positif yang
ada bersifat statis, maka pada akhirnya terjadi gap antara substansi
hukum positif tersebut dengan nilai-nilai masyarakat yang ada
dikarenakan substansi hukum positif tersebut tidak mampu
mengejar perkembangan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
Faktor kedua adalah memang sejak dari awal proses pembentukan
hukum positif yang ada tidak memperhatikan rasa keadilan dan
nilai-nilai yang berkembang di masyarakat,

Negeri-negeri yang sekarang ini disebut negara-negara maju
telah menempuh pembangunannya melalul tiga tingkat; unifilasi,
industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat pertama
yvang merjadi masalah berat adalah bagaimana mencapal integrasi
polittk untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional.
Tingkat kedua, perjuangan untuk ekonomi dan modernisasi politik.
Akhirnya dalam tingkat ketiga, tugas negara yang terutama adalah
melindungi rekyat dari sisi negatil industrialisasi, membetulkan
kesalahan pada tahap sebelumnya, dengan menekankan
kesejahteraan masyarakat. Tinghkat-tingkat tersebut dilalui secara
berurutan [consecutive)] dan memakan waktu yang relatif lama.
Persatuan nasional adalah prasyarat untuk memasuki tahap
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industrialisasi. Industrializsasi merupakan jalan untuk mencapai
negara kesejahteraan.

Indonesia meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi dan
pemerataan pendapatan itu dapat dilaksanakan dalam waktu yang
bersamaan. Bila kita ingin tipa tingkat Pembangunan itu dijalankan
secara serentall, budava hukum [Indonesia harus dapat
mengakomodasi tuiuan-tuyjuan vang demikian i1tu. Kita harus
memiliki hukum, institusi hukum dan profesi hukum, yang mampu
menjaga intepgrasi dan persatuan nasional, Dapat mendorong
pertumbuhan perdagangan dan mdustri, serta berfungsi memajukan
keadilan sosial, kesejahteraan manusia, pembagian yang adil atss
hak dan keistimewaan, tugas dan beban. Persatuan nasional,
pertumbuban ekonomi dan kesejahteraan sosial mesti dapat
tercermin dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam mencapai
tujuan tersebut, kita memeriukan pembaruan hukum, institusi
hukum dan profesi hukum. Pembanpgunan yang komprehensil harus
memperhatikan hak-hak asasi manusia, keduanya tidak dalam
posisi yang berlawanan, dan dengan demikian Pembangunan akan
mampu menarik partisipasi masyarakat Hal ini menjadi bertambah
penting karena bangsa kita berada dalam era globalisasi, artinya
harus bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Indonesia sebagai negara yang terlanjur ada pada saat di
mana sebagian negara dunia telah mengalami proses industrialisasi
atau bahkan welfare state, mau tidak mau harus mengikuti irama
yang ada. Adalah tidak rasional jikalau [ndonesia harus memulai
proses pembengunannya secara urut sebagaimana negara-negara
maju telah melaluinya karena Indonesia akan jauh ditinggalkan oleh
negara-negara yang lain. Kuncinya adalah pembangunan dan
pemberdayaan hukum harus menjadi prioritas. Tanpa hukum yang
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baik dan prima, ke-3 keinginan yang ingin dicapai sekaligus di atas
niscaya hanva akan menjadi isapan jempol. '

Kenapa hukum yang pertama kali harus ditata sedemikian
tupa? Sebab berbagai studi tentang hubungan hukvm dan
pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan
ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaruan hukum. Dikatakan
bahwa memperkuat institusi-institusi hukum adalah “precendition
for economic change®, “crucial to the viability of new political systems”,
and "an agent of secial change®. Hukum ekonomi Indonesia harus
mampu menciptakan keseimbangan pembanpunan antara pusat
dan daerah, Jawa dan luar Jawva. Undang-Undang di bidang
ekonomi diharapkan dapat mendcrong investasi di dasrah-daerah,
sehingga lapangan kerja bisa kembai terbuka untuk memecahkan
masalah pengangguran.

Faktor hulkwn atau falktor yuridis sangat penting dan
diperhatikan oleh investor. Hal ini berkaitan dengan perlindungan
yvang diberikan oleh pemerintah bagi kegiatan investasi. Menurut
Hulman Panjaitan, wibawa hukum dalam negeri akan
mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya. Daya
tarik investor untuk menanamkan modalnya akan sangat
tergantung pada sistem hukum yang diterapkan, di mana sistem
hukum itu harus mampu menciptakan kepastian (predictabilify),
keadilan (fairmess), dan efisiensi (efficlercy).

Subsidi

Subsidi adalah bantuen uang atau komoditas, perkumpulan
atau masyarakat yang umumnya diberikan oleh pihak pemerintah.
Menurut Milton H. Spencer dan Orley M. Amos, Jr. dalam bukunya
yang berjudul Contemporary Economics, subsidi adalah suatu
pembayaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah {pembayaran
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dalam bentuk apapun) dalam suatu perusahaan ataupun rumah
tangga agar mencapai suatu tujuan tertentu yang dapat
meringankan beban penerima. Secara Singkatnya, pengertian
subsidi adalah bantuan atau intensif keuangan.2*

Bentuk subsidi bisa Materi, Uang, Kebutuhan sembako,
Barang hingga keringanan biaya. Biasanya, golongan yang menjadi
penerima subsidi adalah masyarakat golongan menengah ke bawah,
Subsidi vang di berikan pemerinteh ini bersumber dari pajak. Jadi,
uang pajak vang dipungut oleh pemerintah kembali lagi ke dalam
lingkup masyarakat melalui pernberian subsidi.

Subsidi diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat untuk
meningkatkan daya beli masyarakat, daya beli atau purchasing
power (kemampuan masyarakat untuk membeli] adalah kekuatan
uang atau jumlah barang vang dapat dibeli oleh secrang individu
dengan jumlah uang tertentu. Contoh nya, Pemernntah yang
memberikan subsidi kepada masyarakat golongan yang mempunyal
ekonomi menengah ke bawah dengan tujuan agar beban hidup
mereka menjadi lebih ringan, mizalnya BBM bersubsidi berguna
untuk membantu masyarakat agar biaya BBM yang mereka
keluarkan lebih rendah sehingga semua kegiatan yang berkaitan
dengan BBM misalnya biaya angkut barang menjadi lebith murah.

Bentuk dari Subsidi yaitu Profit Loss dan Cost Loss. Dalam
Profit Loss, Subsidi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk
menutupi perbedaan dalam harga jusl atau manfaat vang diberikan
oleh produk dengan harga pokok atau biaya yang harus dikeluarkan
dalam menghasilkan produksi tersebut. Jadi, subsidi dalam bentuk
Profit Loss adalah bentuk penyamaan harga jual dan harga pokok

— e =

# Apugrah Stephen Soen, Herry Sugianto, Ricky Theodorus dan Supend Anggraenl
Mapusari, Bubsidi di Indonesia, Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Aluntansi, 2022,
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untuk menutupi selisih dari untung dan rugi bagi produsen.
Sedangkan pada Cost Loss, harga jual tidak berdasarkan pada harga
pokok melainkan menggunakan harga pasar dimana selisih antara
harga pasar dan harga jual menjadi biaya yang harus ditanggung.

Bagaimana contoh p&nerapannj.ra? Sebagai contoh: LPG
tabung 3 kg harga normal; Harga pasar yang dimilild jika dilihat
harga keekonomiannya adalah Rp36.900 atau Epl2.300/Kg dan
aken memiliki laba sebesar Rp 15.900, Jika Harga Pokok LPG
tabung kg adalah Fp2 1.000 atau Rp7.000/kg. Selisih inilah antar
Rp36.900 dan Rp21.000 vaitu Rp15.000 yang akan menjadi
besarnya subsidi yang diberikan untuk menutupi margn
keuntungan dari LPC tabung 3 kg, Sebagal wujud untuk membantu
masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan dalam bentuk
komoditas.

Manfaat dan Efek Buruknya Pelaksanaan Subsidi
Dampak Positif Subsidl

Dalam memberlakukan subsidi, adapun dampak positif atau
manfaat yang diperoleh: Pertama, Meningkatkan kemampuan
ekonomi, dengan adanya subsidi objek subsidi dapat mengalami
penurunan dalam harga dibawah atau setara dengan harga
keseimbangannya yang muna akan menjaga daya beli masyarakat.
Kedua, Jika subsidi ditujukan untuk masyarakat yang berckonomi
bawah atau tidak mampu, tentunya akan membantu mereka
memenuhi kebutuhan ekonominya dengan harapan ekonomi mereka
akan secara bertahap membaik. Ketiga, DM sisi pelaku usaha,
subsidi dapat mencegah kebangkrutan usaha mereka karena
subsidi harus tetap memandang keseimbang pasar dan
mehingkatkan kualitas ekonominya di atas daya saing dari produk
usaha dari Juar negeri. '
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Dampak Nagatif Subsidi

Sedangkan dampak negatif dari adanya subsidi ialah:
Pertama, Adanya kecenderungan ketika konsumen dapat membayar
atas produk yvang disubsidi dibawah harga pasarnya, mereka akan
melakukan pengeluaran berlebihan ketimbang berhemat akan
kenikmatan yang diterimanya. Jika ini tidak diregulasi, subsidi akan
menyebabkan ketidak efisienan dalam distribusinya. Kedua,
Penyimpangan harga, subsidi dapat menimbulkan penyimpangan
harga karena subsidi hanya bertujuan untuk program populis saja
tanpa melihat efisiensinya, target subsidinya atau orang yang
berhak mendapatkan subsidi berpotensi tidak dapat menikmatinya.
Ketiga, Mengganggu jalannya mekanisme pasar, dikarenakan
subsidi memerlukan biaya ekonomi yang sangat besar dan juga
melumpuhkan pasar persaingan yang akan merugikan pihak

swasta.

Dampak Subsidi Terhadap Keseimbangan Pasar

Keseimbangan harge dapat terbentuk karena adanya titik
temu antara permintaan dan penawaran dengan kata lain suatu
produk telah mencapal harga kessimbangannya ketika penawaran
atas jumlah produknya dan permintasn atas jumlah produknya
telah mencapal harga dan waktu di titik tertentu. Sedangkan pada
keseimbangan pasar, akan terjadi kesimbangan ketika ada penjual

. yang menawarkan produknya dan hersamaan dengan pembeli yang

menginginkan produk yvang sama dan diikuti oleh volume vang
sama.

Jadi yang sangat mempengaruhi akan keseimbangannya
harga adalah interaksi antara pembeli dan penjual vang mana
sesual dengan hullum penawaran dan permintaan. Dimana
permintaan akan mengalami kenaikan ketika terjadi penurunan
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pada harga dan penawaran akan mengalami kenaikan ketika terjadi
kenaikan pada harga. Maka dari itu, penting untuk adanya
kesepakatan yung disepakati antara pembeli dan penjual agar
transaksi dapat terjadi. Karena ketika penawaran terjadi terlalu
tinggi/berlebihan akan dikenal sebagai surplus dan ketka
permintaan terjadi terlalu tinggi/terlebihan akan dikenal sebagai
shortage.

Kemudian, apa yvang perlu diperhatikan -anh pemerintah
dalam memberikan subsidi agar tetap menjaga keseimbangan pada
pasar: Pertama, Berapa harga dan jumlah produk yang terdapat di
pasar untuk memenuhi keseimbangan pada saat sebelum dan
sesudah subsidi diberikén? Kedua, Berapa besarnya subsidi yang
perlu diberikan oleh pemerintah agar menjadi keseimbangan pada

pasar dengan memperhatikan aspek konsumen dan predusennya?

Sebagai ilustrasi, misalnya untuk memenuhi keseimbangan
harga pada produk pangan gula, di pasaran satu kilogram gula di
pasar dihargai 15.000/kg. Tetapi menjelang tahun baru, sering
terjadi kenaikan pada harga gula di pasaran menjadi 20.000/kg
yvang mana menyebabkan harga keseimbangan menjadi terganggu.
Melihat hal tersebut konsumen akan menurunkan dava beli mercka
dan produsen akan menjadi tergangpu jumlah produksinya.
Menanggap: ini, pemerintah dapat campur tangan untuk menjaga
keseimbangan harga pasar, salah satu cara bentuk yang dapat
dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan subsidi. Maka
setelah subsidi diberikan kepada produsen, harga gula dapat
terkendali dan permintaan akan ikut kembali menjadi stabil, yang
kemudian dapat menjadikan harga gula setelah subsidi menjadi Rp
14.000,00/kg. Jadi harga barang/jasa setelah disubsidi dapat
menjadi lebih murah dan juga jumlah dari barang/jasa permintaan
juga dapat meningkat. : '
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4. Transportasi

Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari
satu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sebuah
kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin, Menurut
Salim (2000) transportasi adalah kegiatan pemindahan barang
{muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam
transportasi ada dua unsur yang terpenting  yaitu
pemindahan /pergerakan (movement] dan secara fisik mengubah
tempat dari barang (comoditi dan penumpang ke tempat lain.
Menurut Miro (2005) transportssi dapat diartikan wusaha
memindahkan, menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan
suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat
lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untul:
tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan menurut Nasution (1996)
transportasi adalah sebagai pemindahan barang dan manusia dari
tempat asal ke tempat tujuan.

Ragam Sistem Transportasi:

1. Sistem Kegiatan
Sistem kegiatan atau tata guna lahan mempunyai jenis kegiatan
tertentu yang akan membangkitkan pergerakan dan akan
menarik pergerakan dalam proses pemenuhan kebutuhan.
Sistem ini merupakan sistem pola kegiatan tata guna lahan yang
terdiri dari sistem pola kegiatan sosial ekonomi kebudayaan dan
lain sosial, ekonomi, kebudayvaan dan lain-lain. Besarmnya
pergerakan sangat berkaitan dengan jenis dan intensitas
kegiatan yang dengan jenis dan intensitas kegiatan yang
dilakukan.
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2, Bistem Jaringan
Sedangkan sistern jaringan merupakan maoda transportasi
(sarana) dan media (sarana) dan media
(prasarana/infrastruktur) tempat moda transportasi bergerak.
Sistem jaringan meliputi: sistem jaringan jalan raya, terminal
bus, terminal bis, bandara dan pelabuhan laut.

3. Sistem Pergerakan
Sistern pergerakan ditimbulkan karena interaksi antara sistem
kegiatan dan sistem jaringan. Sistem pergerakan vang ada
merupakan sistem pergerakan orang dan sistem pergerakan

orang dan manusia.

Dalam sistem transportasi juga terdapat 5 (lima| unsur pokok,
yaitu:
1. orang yang membutuhkan.
2. barang yang dibutuhkan.
3. kendaraan sebagai alat anglkut.
4, jalan sebagai prasarana angkutan.
5. organisasi yaitu pengelola anglkutan.
Pada umumnya jenis sarana atau jenis/moda angkutan dapat
digolongkan sebagai berikut ini:
1. Udara, dengan moda pesawat dan prasarana bandara.
2. Air, dengan moda kapal dan prasarana dermaga, serta
pelabuhan.
3. Darat.
a. Jalan raya: mobil, bus, sepeda motor.
b. Lain-lain: kabel, pipa
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Objek dasar kajian perencanaan transportasi  adalah
pergerakan manusia atau barang yang pasti melibatkan banyak
moda transportasi. Pemilihan moda transportasi oleh pengguna
adalah waktu perjalanan, biaya, kenyamanan, keselamatan, tingkat
kepopuleran suatu moda, maksud perjalanan dan kelaziman
menggunakan suatu moda. Perflaku pelaku perjalanan dalam
memilih moda angkutan ditentukan cleh beberapa faktor, di
antarariya; karakteristik pelaku perjalanan (the characteristic of trip
maker), karakteristik perjalanan (the characteristic of trip) dan
karakteristik sistim transportasi (the characteristic of transportation
sistem).

Faktor-falstor vang berpengaruh dalam pemilihan moda
angkutan dapat dibazi 3 (tiga) faktor, yaitu:

1. Karakteristik pelaku perjalanan, meliputi: pemilihan kendaraan,
pendapatan dan tingkat sosial.

2, Karakteristik perjalanan, meliputi: tujuan, waktu dan jarak.

3. Karakteristik fasilitas transportasi:

a. Secara kuantitatif, meliputi waktu tunggu, wakiu yang
diperlukan untuk mengakses pada moda transportasi
lainnya, tarf dan ketersediaan tempat parlar.

b. Secara kualitatif, meliputi kenyamanan, kepercayaan dan
keamanan.
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Diagram Sistem Transportasi Secara Umum { Hay, 1977)

Secara umum, penggolongan moda transportasi didasarkan

pada empat unsur transportasi berikut (Kamaluddin, 2003: 17-18),
yaitu:
1. Jalan

Jalan merupaken kebutuhan yang paling penting dalam
transportasi. Tanpa adanya jalan tidak mungkin tersedia jasa
transportasi bagi pemakainya. Jalan ditujukan dan disediakan
sebagal dasar alat angkutan untuk bergerak dari suatu tempat
asal ke tempat tujuan. Unsur jalan dapa berupa jalan raya, jalan
kereta api, jalan air dan jalan udara.

. Alat Angkutan

Perkembangan dan kemajuan jalan atau alat angkutan
merupakan dua unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya.
Alat angkutan dapat digolongkan dalam angkutan jalan darat,
angkutan jalan air dan angkutan udara,
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3. Tenaga Penggerak

Tenaga penggerak yang dimaksudkan adalah tenaga atau energi
yang dipergunakan untuk rmenarik, mendorong atau
menggerakkan alat angkutan, seperti tenaga manusia, binatang,
tenaga uap, batu bara, BBM, tenapa diesel, tenaga listrik, tenaga
atom dan tenaga nuklirPenggunaan tenaga penggerak
berkembang sesuai kemajuan dan pemakaian teknologi di daerah
bersangkutan.

. Aksebilitas Penumpang Angkutan Umum.

Aksesibilitas penumpang angkutan umum ialah ukuran
kemudahan bagi penumpang vang meliputi waktu, biaya, dan
usaha dalam melakukan perpindahan antara tempat-tempat atau
kawasan dari sebuah tempat ke tempat lainnnya. Istilah mudah
atau sulit merupakan hal vang bersifat opini per individu yang
berbeda-beda, ukuran kemudahan setiap orang berbeda, ukuran
mudah bagi salah satu orang belum tentu mudah juga bag orang
lain. Oleh karena itu perlu adanya pengukuran yang mendalam
berupa kinerja aksesbilitas yang memiliki tolak ukur dan dapat
menyatakan aksesibilitas dengan lolkasi yang tingkat aksesbilitas
nya baik.

Tingkat aksesbilitas adalah kemudahan mencapai kota
tersebut dari kota/wilayah lain yang berdekatan, atau bagi
masyarakat yang tinggal di kota mencapai wilayah lain yang
berdekatan bagi masyarakat vang tinggal di kota tersebut,
semakin besar nilai suatu aksesbilitas maka semakin baik. Ada
berbagai unsur yang mempengaruhi tingkat aksesbilitas,
misalnya kondisi jalan, jenis alat angkutan ‘yvang tersedia,
frekuensi keberangkatan, dan jarak.

Untuk menyederhanakan persoalan maka waktu tempuh
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harus didasarkan atas alat anglkutan yang sama, risalkan bus
urmuam.

Aksesbilitas penumpang angkutan umum merupakan
salah satu faktor penunjang keberhasilan transportas: terutama
pada angkutan umum di suatu daerah. Dengan peningkatan
aksesbilitas penumpang angkutan umum seperti perbaikan
fasilitas penumpang, perbaikan jalur trayek angkutan umum
yang semakin meluas dan merata dapat menjadi daya tarik yang
sangat baik begi masyarakat dalam menggunaksn moda
anghkutan umum.

Dalam peningkatan aksesbilitas angkutan umum perlu
diimbang dengan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan
angkutan umum. Pengukuran tingkat aksesbilitas penumpang
angkutan umum ditinjau dari headway, dan kecapatan rata-rata
untuk masing-masing angkutan umum. Sedangkan pengukuran
tingkat eketivitas efisiensi menggunakan faktor muat
penumpang, utilitas kendaraan, dan kemudahan (Ray, 2022).

+ Hecepaian

Kecepatan rata-rata sebuah kendaraan merupakan fungsi
dari jarak tempuh dan waktu tempuh rata-rata angkutan
umum pada rute tersebut, Kecepatan ini dipengaruhi oleh
waktu perjalanan dan wektu henti untuk menaikkan dan
menurunkan penumpang atau untuk mengisi bahan bakar.
Aldhat adanya waktu menaikkan/ menurunkan penumpang
dan mengisi bahan bakar. Kecepatan rata-rata dirumuskan
sepert] di bawah ini (Ray, 2022},

3
Dimana:

v = Kecepatan rata-rata (km/jam)
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8i = Jarak trayek yang ditemptuh kendaraan [kmj
Mi = Waktu yang dipergunakan kendaraan | di jalan
[i=1, 2, 3, njjam)

Headwayj
Headway [waktu tunggu) didefinisikan sebagai ukuran yang
menyatakan jarak waktu ketika bagian depan kendaran
melewati satu titik pengamatan pada ruas jalan, headway
juga bisa disebut sebagai perbedaan waktu armada melewati
suatu titlk pengamatan. Rata-rata (headway) berdasarkan
jarak merupakan pengukuran ukuran yang didasarkan
konsentrasi kendaraan dirumuskan seperti dibawah ini (Ray,
2022):

[ .
Dimana:
ht = Headway jarak rata-ratan = Jumlah kendaraan di

suatu panjang jalan
i =Waktu tempuh

Efektivitas dan Efisiensi Angkutan Umum

Ukuran efektivitas dan elisiensi anglaatan umum merupakan
tngkat kemudahan dalam pemilihan ruang transportasi
menggunakan angkutan umum, seperti kelebihan dalam
penggunaannya sebagai h:Em:rjal angkutan umum. Adapun
efektivitas dan efisiensi yang dimaksud adalah keselamatan,
aksesbilitas ~tinggi, keterpaduan, kapasitas, teratur,
kelancaran, kecepatan, kemudahan, tingkat operasional,
utilitas kendaraan, faktor muat penumpang (load factor]
(Marla Ayu dkk, 2012). Penelitian ini dalam menganalisis
tingkat efektivitas dan efisiensi hanya ditinjau mengenai
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faktor muat penumpang, utilitas kendaraan, kemudahan, dan
tingkat operasional.

#» HKemudahan
Kemudahan merupakan ukuran kemudahan dalam
melakukan perjalanan transportasi, yang dapat ditentukan
dengan rumus panjang jaringan jalan yang dilalui oleh
angkutan umum, sehingga memperluas wilayah
pelayanan. Parameter ini digunakan karena dapat
menggambarkan tingkat kemudahan dengan melibat
akseshilitas masyvarakat terhadap pelayvanan anghkutan
umum dengan peningkatan jangkauan areal pelayanan
angkutan umum. HKemudahan dirumuskan seperti

dibawah ini (W Ramli, dkk, 2020):
panjong faringen jalan {1 3)
Kb = huas tres g Gilayant s

Faktor Muat Penumpang

Faktor muat penumpang adalah perbandingan antara
banyaknya penumpang per jarak dengan kapasitas tempat
duduk angkutan umum vang tersedia. Faktor muat
penumpang diperoleh dengan cara membagikan jumlah
penumpang dengan kapasitas tempat duduk anghkutan
umum. Maka untuk mencar faktor muatan penumpang

dapat dican dengan (Ray, 2022) ;

fm = Jumlgh penumpang anghutan
kapasitas perumpang angkutan

Dimana:

2 100% oo 2.8)

Fm = Faktor muat penumpang
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« Utilitas Kendaraan

Utilitas menggambarkan efisiensi  penggunaan
angkutan, berdasarkan jarak yang ditempuh perhari, Kondisi
lalu lintas yang padat serta penggunaan bus kota dan
kecepatan perjalanan yang akan mempengaruhi tinggi rendah
nva tingkat efisiensi kendaraan, Standarnya adalah 230-260
km/bus/har, Utilitas kendaraan dapat dirumuskan sebagai
berikut (W Ramli, dik, 2020):

Jumiah vit x jarok tempuh fz 5}
Utilitas Kendaraan = el [ ——|

B. Kajlan Terhadap Asas/ Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan

Norma

Sub bab ini mengemukaken kajian terhadap asas atau prinsip
yang terkait dengan' penyusunan norma dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Mimika tentang Subsidi Transportasi Wilayah Pesisir dan
Pegunungan. Penentuan as#s ini juga memperhatiken berbagai aspek
bidang kehidupsan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang
akan dibuat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan
diatasnya.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus
dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan yang baik, yang meliputi:?*

a. kejelasan tujuan.
Asas kejelasan tujuan adaleh bahwa setiap Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yvang jelas yang
hendak dicapai.

% Pagal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan,
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kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah
bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat
oleh pejabat negara atau pejabat Penibentuk Peraturan Perundang-
undangan yang berwenang Peraturan Perundang-undangan
tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat
oleh pejabat negara atau pejabat yang tidak berwenang.

. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan marteri muatan;

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan maternn muatan adalah
bahwa dalam Pembentuken Peraturan Perundang-undangan harus
benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepal sesuai
dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

dapat dilaksanakan;

Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas
Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masvarakat, baik
secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

kedayvagunaan dan kehasilpunaan;

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap
Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar
dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan &me_ga:a.

kejelasan rumusan;

Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap FPeraturan Perundang
undangan harus memenuhl persyaratan teknis penyusunan
Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan. kata atau
istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti
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sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam
pelaksanaannya.

g keterbukaan.

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan,
pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan
bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan
masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk
memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.

Materi muatan Peraturan  Perundang-undangan  harus
mencerminkan asas:2°
a| Pengayoman;
Asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan
Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan
untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b) Kemanusiaan;
Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan
Perundangundangan h;nrua mencerminkan perlindungan dan
penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap
warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional,

¢) Kebangsaan,
Asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan
Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa

% Paszal 6 Avat (1} Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan,

40




el el =0 =

) 1

= = =

= o N == s = A s = T ==

¥ 1

€)

hj

Indonesia vang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia,

Kekeluargaan;

Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan
Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk
mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

kKenusantaraan.

Asas kenusantaraar adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan
Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan
seluruh wilayah [ndonesia dan Materi Muatan Peraturan
Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari
gistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19435,

Bhineka tunggal ika,

Asas bhinneka tunggal 1ka adalah bahwa Materi Muatan Peraturan
Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk,
agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keadilan.

Asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peratiran
Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara
proporsional bagi s=tiap warga negara.

Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah
bahwa sedap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak
boleh memuat hal yvang bersifati membedakan berdasarkan latar
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belakang, antara lain, agama, suku ras, golongan, gender, atau
status sosial.

i} Ketertiban dan kepastian hukum;
Asas k:éterl:iban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi
Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan
ketertiban dalam masvarakat melalui jaminan kepastian hulkum,

il Keseimbangan, keserasian, dan kesclarasan,
Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa
setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus
mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara
kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan
nNegara.

C. Kajian Praktik Empiris
Praktik empiris, merupakan sarana pendukung dalam penentuan
norma-norma yang akan disusun dalam naskah akademik dimalksud.
Praktik Empiris pada dasarnyva merupakan landasan vang digunakan
sebagai dasar penentuan arah pengaturan yang nantinya termaktub
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Subsidi
Transportasi Wilayah Pesisir dan Pegunungan.

1. Transpotasi di Kabupaten Mimika
Keberadaan Timika sebagai ibu Kota Kabupaten Mimika
memiliki peran strategis karena merupakan simpul konektivitas
" untuk menjangkau daerah-daerah lain. Kita ke Kabupaten lain pun
harus melalui Timika. Lebih banyak mereka transit di Timika. Jadi

memang Timika punva potensi besar untuk menjangkau ke daerah-
daerah lain.
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Dukungan untuk kelancaran distribusi logistik dan angkutan
penumpang di Papua, khususnya di Kabupaten Mimika, tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Mimika Tahun 2020-2024. Pada misi ketiga bertujuan untuk
mewujudkan pemerataan pembangunan pelayanan dasar dan
infrastruktur di wilayah pedalaman dan pesisir. Untuk itu strategi
dan arahan kebijakan pembangunan daerah yang direncanakan
adalah mengutamakan pemerataan dan percepatan penycdiaan dan
pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas perhubungan
wilayah. Pemerintz Daerah Kabupaten Mimika telah menyediakan
sarana dan prasarana yvang dapst mendukung program pemerintah
pusat, salah satunya subsidi perintis setiap tahun, berupa

bantuan transportasl masyarakat.

Mengingat topografi Kabupaten Mimika yang terdiri daerah
pegunungan dan daerah pesisir, serta tidak semua wilayah bisa
dilalui dengan moda darat. Sehingpa sangat dibutuhkan sarana dan
prasarana transportasi yang bertujuan mengurangl ketimpangan
pembangunan, disparitas harga, dan membuka keterisolasian
daerah, Pemerintah memang tengah memberikan perhatian khusus
untuk penyediaan sarana dan prasana transportasi guna membuka
keterisolasian daerah tersebut. Penyediaan pesawat grand caravan,
helikopter, serta kapal LCT juga disediakan untuk dapat menjangkau
daerah-daerah terpencil, baik di daerah pesisir maupun
pegunungan. Prasarana pendukung pun turut disediakan berupa
lapangan terbang, dermaga rakyat, dan pelabuban rakyat.

Salah satu wilayah yang menjadi simpul distribusi logistik
melalui Tol Laut di Papua ialah Timika, Kabupaten Mimika, Posisi
Timika sangat strategis sebagai tempat transit barang-barang logistik
Tol Laut untuk selanjuitnva didistmbusikan ke beberapa kabupaten
di pegunungan Papua yang memiiiki akses terbatas.
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Pemerintah turut melaksanakan pelayanan publik anglutan
laut penumpang perintis bersubsidi untuk memastikan ketersediaan
konektivitas antar daerah. Kehadiran angkutan  perintis
berkontribusi  positif terhadap  peningkatan  kesejahteraan

. masyarakat di daerah pedalaman. Adanya angkutan perintis, selain

membuka keterisolasian, juga membuka arus perdagangan Yang
diharapkan mampu mendorong perekonomian daerah. Hal tersebut
selaras dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pelayanan
publik angkutan laut perintis, yaitu untuk menghubungkan daerah
3TP.

Di Kabupaten Mimika, khususnya di Pelabuhan Pomalko,
sektor penyeberangan perintis terus mengalami perkembangan. Hal
ini diikuti dengan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah
pedalaman. HKeberadaan angkutan perintis bersubsidi dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup,
baik kebutuhan pokok penting, hasil produksi Usaha Kecil
Menengah (UKM), hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil
perikanan, hasil perindustrian, dan hasil pertambangan. Melalui
penyelenggaraan angkutan jalan perintis ini, diharapkan dapat
mengembangkan potensi perekonomian di wilayah Papua, sebagai
penshubung wilayah, penunjang, pendorong dan penggerak
pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk transportasi darat, keberadaan bus keperintisan sangat
penting dan diharapkan oleh ma.u}rarakat, khususnya di daerah
pedalaman yvang belum terjangkau sarana transportasi publik secara
optimal. DAMRI selaku operator bus keperintisan di Kabupaten

" Mimika menyebutkan, terdapat 6 trayek yang dilayani rutin oleh 7

bus. Sementara untuk komersil, terdapat 4 bus yang melayani
karyawan Freeport ke Kuala Kencana dari pukul 5 pagi dan dijemput
pada pukul 5 sore, Adapun 6 trayek perintis yang dilayani DAMRI
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antara lain, Timika - Kali Kamora, Timika - Iwaka, Timika - SP-VI,
Timika — Mioko, Timika - Pigato, dan Timika - Ayuka.

Permintaan terhadap armada bus ini sangat tingg, hal ini
tidak diikuti Jdengan kemampran membayar yang tinggi pula,
Sehingga berdampak pada pendapatan DAMREI sendiri. Meski
demikian, kesadaran akan pentingnya kehadiran bus perintis DAMEI
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Mimika,
operasional bus ini tetap terus berjalan. Ke depan akan ada rencana
pengembangan trayek ke SP-VII. Bus perintia ini nantinva akan
memilild volume penumpang sebanyvak 19 orang.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan tambahan
bus perintis di Kabupaten Mimika. Mengingat kebutuhan mobilitas
masyarakat di sana sangat tinggi, sehingga armada bus perintis
periu ditembah dan mendapat perbaikan akan kerusakan armada
demi kenyamanan dan keselamatan penumpang DAMRI.

Bidang tranportasi udara, Program Jembatan Udara
merupakan pelaksanaan angkutan udara kargo dari satu bandara ke
bandara lainnya dan/atan dari bandara ke bandara di daerah 3TP.
Program ini pun menjadi salah satu perwujudan program Nawacita
ke-3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa delam kerangka negara
kesatuan.

Papua dan Papua Barat terpilih menjadi pilot project Program
Jembatan Udara. Kemeterian Perhubungan melalui Direktorat
Jenderal Hubungan Udara menginisiasi Program Jembatan Udara
untuk daerah terluar di Timika Ibu Kota Kabupaten Mimika, Papua;
Dekai (Ibu Kota Kabupaten Yahukimo, Papua) dan Wamena (lbu Kota
Kabupaten Jayawijaya, Papua).
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Jembatan Udara ini adalah satu inisiatif yang baru kita
lakukan. Kita lihat disparitas itu terjadi di bagian Indonesia Barat
dan Timur, tetapi disparitas yang paling signifikan it terjadi di
daerah pinggiran, ketinggian, dan batas-batas negara yang hanya
dapat dijangkau dengan pesawat udara, ©Oleh karenanya
Kementerian Perhubungan menginisiasi Jembatan Udara. Untuk
pilot project kita lakukan dari Timika, Dekai, dan Wamena.

Program Jembatan Udara terdiri dari anghutan perintis dan
kargo, vang melayani penerbangan dari Kabupaten Mimika menuju
wilayah distrik di sekitar Papua. Penerbangan perdana dilakukan
untuk dua rute vaitu Timika-Wamena dan Timika-Dekai pada
November 2017. Dalam pelaksanaannya, Program Jembatan Udara
melayani penerbangan perintis penumpang, udara kargo, dan kargo
perintis, Perintis kargo merupakan layanan distribusi langsung
menuju  distrik, sehingga tidak dipungut biaya sepeser pun.
Sedangkan kargo udara hanya melayani distribusi sampai Wamena,
sehingga hanya mendapatkan subsidi sebanyak 50%.

Adapun pesawal yvang mengakomodir layanan tersebut yaitu
PT Smart Cakrawala Airvision untuk perintis penumpang, Susi Air
untuk penumpang dan kargo perintis, Asian One khusus kargo
perintis, dan Tirigana Air untuk udara kargo. Jenis pesawat yang
digunakan untuk distribusi, dibagi kembali menjadi dua paket.
Paket pertama yaitu lokasi bandara yang bisa didarati dengan
pesawat besar seperti di Wamena. Sedangkan paket kedua yaitu
lokasi bandara yang hanya bisa didarati oleh pesawat kecil, seperti di
Jira yang hanya memiliki runway sepanjang 500 meu::r, |

Sesuai Keputusan Direltorat Jenderal Perhubungan Udara
Nomor KP 270 Tahun 2019 tentang Fute dan Penyelenggaraan
Angkutan Udara Perintis Untuk Penumpang Serta Penyvelenggara dan
Lokasi Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pesawat Udara
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Untuk Kegiatan Angkutan Udara Perintis Penumpang Tahun
Anggaran 2020, dan Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara Nomor KP 272 Tahun 2019 tentang Rute dan Penyelenggaraan
Angkutan Udara Perintis Kargo dan Subsidi Angkutan Udara Kargo
Serta Penyelenggara dan Lokasi Subsidi Angkutan Bahan Bakar
Minyak (BEM) Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Ferintis Kargo,
Sebagai Pelaksanaan Program Jembatan Udara Tahun Anggaran
2020, bahwa HKorwil Timika menyelenggarakan Subsidi Angkutan
Udara Perintis Baik Perintis penumpang maupun kargo, untuk
Subsidi Angkutan Udara Perintis penumpang berjumlah 26 rute dan
Subsidi Perintis Kargo berjumlah 7 (twjuh) rute dan ditambah
dengan Subsidi Angkutan Udara Kargo vang berjumlah 1 (satu) rute.
a. Rute Subsidi Angkutan Udara Perintis Penumpang, antara lain:

1. Timika - Beoga,

2. Timika - Akimuga;

3. Timika - Potowaiburu;

4, Timika - Bilogai;

5. Timika - llaga;

6. Timika - Kepi:

7. Timika - Kenyam;

8. Timika - Sinak:

9. Timika - Ewer;

10. Timika — Waghete;

11. Timika - Moanamani;

12. Timika — Enarotali;

13. Timika - Kokonao,

14, Timika — Jila;

15. Timika - Jita;

16. Timika - Tsinga;

17. Timika - Alama;
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18. Timika - Paro;

19. Timika - Wangbe;

20. Timika - Kilmit;

21, Timika - Kapiraya,
22, Timika - Duma,;

23. Timika - Agadugume;
24, Timika - Bina;

25. Timika — Doufo;

26. Timika — Arwanop.

b. Rute Subsidi Angkutan Udara Perintis Kargo, antara lain:
Timika — Beoga,

Timika - llaga;

Timika — Sinak;

Timika — Kenvam;

Timika - Jila;

Timika — Alama;

Timika — Arwanop.

=} v o1 b L W e

c. Rute Subsidi Angkutan Udara Kargo, antara lain:
1. Timika — Wamena.

2. Kependudukan dan Perckonimian Kabupaten Mimika

Secara umum, jumlah penduduk di Kabupaten Mimika di
tahun 2021 mengalami peningkatan wyang cukup signifikan
dibandingkan dengan hasil sensus penduduk di tahun 2010. Hasil
sensus penduduk pada tahun 2021 menunjukkan jumlah penduduk
Kabupaten Mimika scbanyak 316.295 jiwa. Selama periode 2010
hingga 2020, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mimika
sebesar 70,02 persen. Sedangkan di tahun 2020, jumlah penduduk
E{alfup&ten Mimikg. sebanyak 311.969 jiwa, Pada Tahun 2020,
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persebaran penduduk di Kabupaten Mimika didominasi di Distrik
Mimika Baru sebaryak 45,81 persen dari total penduduk. Jika
dibandingkan menurut kelompok umur, penduduk Kabupaten
Mimika didominasi oleh penduduk usia produktif {15 - 64 tahun)
sebesar 64,49 persen. Dengan luas wilayah sebesar 21.693,51 km2,
kepadatan penduduk di Kabupaten Mimika sebesar 14 - 15 jiwa per
km2.27

Nilai Produk Domestik Regional Bruto {PDRB] Kabupaten
Mimika selama periode 2019-2023 terus meningkat dan
perturmnbuhan ekonomi yang cenderung menunjukan arah positif,
Nilai PDRB Kabupaten Mimika (adh Berlaku) tahun 2023 FDRB
Kabupaten Mimika sebesar 126,87 triliun rupiah meningkat sebesar
7,90 persen dari tahun 2022. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi
oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Selain
dinilai atas dasar harga (adh) Berlaku, PDRB menurut pengeluaran
juga dinilai adh Konstan 2010 atau adh berbagai produk yang dinilai
dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan
adh konstan, PDRB di masing- masing tahun dapat memberikan
gambaran tentang perubahan PDRE secara volume atau secara
kuantitas saja (tanpa ada pengarvh perubahan harga). PDRB
komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan
atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan
peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2019-
2023, gambaran tentang perkembangan elonomi Kabupaten Mimika
berdasarkan PDRB adh Konstan. Saina halnya dengan PDRB adh
Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan
juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun,2#

#7 Kabupaten Mimika Dalom Anghka 2024°, Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimtia
Mirnikakab.Bps.Co.ld.

= Produk Domestik Reglonal Bruto Kebupaten Menurut Pengeluaran 2024%, Badan Pusat
Statistik Kabupaten Mimika. Mimdkakab. Bps.Go. /4.
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3. Perkembangan Transportasl Mimika
a) Perkernbangan Transportasi Laut
1) Arus Penumpang

Laju perkembangan jumlah penumpang transportasi laut pada
Pelabuhan Pomako selama Juli 2024 menunjukkan
penurunan pada jumlah penumpang berangkat dan pada
jumlah penumpang datang dibandingkan bulan sebelumnya.
Adapun perkembangan penumpang berangkat mengpunakan
angkutan laut selama Juh 2024 dirangkum dalam Tahel 2.1 i
bawgh ini. Jumlah penumpang yang berangkat menggunakan
angkutan laut dalam negeri di Pelabuhan Pomako pada Jul
2024 tercatat sebanyak 2.074 orang atau turun sebesar 24,50
persen disbanding Juni 2024 yvang sebanyak 2.747 orang.
Secara kumiilatif jumlah embarkasi penumpang angkuatan laut
gselama Januari-Juli 2024 mencapai 15,702 orang atau
meningkat sebesar 3,58 persen bila dibandingltan dengan
pericde vang sama pada tahun 2023 yang sebanyak 15.160

orang.*®

Tabel 2.1 Perkembangan Penumpang Berangkat dan Datang Angkutan Laut
Dalam Negeri Pelabuhan Pomako, Juli 2024

-_ : Jurmdah F'l'_='|=|-|1'|_':_'

Do 1 il ; ! ! - - - - I
B i impang Juni 2074 e 24 %+ Perpbahan | lar-Juli 2024 Perubiahan

i 4 ' jojangl L (ofang) 1y I.J ! Illl:-l':l:jq] [zrang) . {95}
T R e B
|. Beranghat 2747 - 2074 -24,50 15.160 15.702 S |
7. Datang 3124 CRI0B . DST R [T

e

# Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika, Berita Kesmi Stastitik No. 04 /07 /94/Th.
XXVI, 2 September 2024 “Perkembangan Trosnsportasi Mimika Juli 2024°,
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Jumlah penumpang yeng datang dengan menggunakan
angkutan laut dalam negeri di Pelabuhan Pomako pada Juli
2024 tercatat sebanyak 3.108 orang atau turun sebesar 0,51
persen bila dibandingkan Juni 2024 yang sebanyak 3.124
orang. Dibandingkan periode Januari-Juli 2023, arus debarkasi
penumpang pada periode Januar-Juli 2024 menurun sebesar
20,71 perzen dart 23.233 orang menjadi 18422 orang.
Sementara itu, jumlah data penumpang datang maupun
penumpang berangkat di Pelabuhan Amamapare belum tersedia
dikarenakan di pelabuhan tersebut belum menyediakan

anglkutan penumpang.

2} Arus Bongkar-Muat Barang

Volume barang vang dimuat pada Juli 2024 tercatat sebesar
25 f6R ton atau naik sebesar 12,06 persen dibandingkan
bulan sebelumnya vang sebesar 22.906 ton. I Pelabuhan
Amamapare, volume muet barang pada Juli 2024 tercatat
sebesar 8.035 ton atau naik sebesar 65,13 persen
dibandingkan Juni 2024 yang sebesar 4.860 ton, sedangkan
volume muat barang pada Juli 2024 di Pelabuhan Pomako
sehesar 17.633 tor atau turun sebesar 2,2b persen
dibandingkan Juni 2024 vang sebesar 18.040 ton. Secara
kumulatif, volume barang yang dimuat pada Januari-Juli 2024
di kedua pelabuhan sebesar 479.216 ton, mengalami
penurunan sebesar 22,20 persen bila dibandingkan dengan
Januari-Juli 2023 yang sehesar 615988 ton. Dilihat menurut
pelabuhan, volume barang seccara kumulatif vang dimuat di
Pelabuhan Amamapare turun 29,07 persén. Sedangkan
volume muat kumulatif di Pelabuhan Pomako naik sebesar
20,77 persen.
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Tebel 2.2 Perkembangan Muat Barang Angkutan Laut Dalam Negeri
Pelabuhan Amamapare dan Pelabuhan Pomako, Jul 2024
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1. Arnarpapare 4.856 B.O3% 65,13 531.135 ITaTaT =2RaT
7. Pomako 18040 17613 1,26 £4.853 102479 X077
Tatal 12905 15668 1206 815988 475215 e ]

Selanjutnya, berdasarkan Tabel 2.3, volume barang yang
dibongkar pada Juli 2024 szbesar 109.910 ton atau naik
sebesar 24,20 persen dibanding bulan sebelumnya yang sebesar
88.496 ton. ¥ Pelabuhan Amamapare, volume bonghkar barang
pada Juli 2024 tercatat sebesar 45.714 ton atau naile sebesar
68,54 persen dibandingkan Juni 2024 yvang scbesar 27.124 ton,
sedangkan di Peiabuhan Pomako volume bongkar barang
tercatat sebesar 64.196 ton atau naik sebesar 4,60 persen
dibandingkan Juni 2024 yang sehesar 61.372 ton,

Tabel 2.3 Perkembangan Bongkar Barang Angkutan Laut Dalam Negeri
Pelabuhan Amamapare dan Pelabuhan Pomako, Juli 2024

o g . [T} LY
Violsme Borughdr Barapg gy - . ‘Kamulatif Valume Bongkar Barang

T_ e _1—'I_I'—" % -
Foahe b [l L i p ] X i 2, 5 I
Felabuhan uni 2084 .« G2 « - Perubahan ' i.i;.i‘.-lll. 1 2033 Jan-Fu 24 1" IPerubaban
1 x ; 3 1 L
L [Ton] )

fri:

1. Amamapare 74 a5 68,54 635,537 303,381 5226

2. Posmako 61372 £4.19 450 399,445 LTI 442

Total 88496 106930 72430 1134582 SEETSE. T S
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